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KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa sesuai Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah telah
berbentuk struktural dan menjadi salah satu Bagian pada
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau;

bahwa perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa
buah Peraturan Bupati yang memuat materi atau substansi
yang sama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4180);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286); j ? q]
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41 94);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887); rﬁ




Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan
jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018
Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 217);

18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 665);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 81 dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor
45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020
Nomor 665), diubah sebagai berikut:

Pasal 81
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah ﬁbupaten
\



Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012
Nomor 214);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pengadaan Secara
Elektronik Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2012 Nomor 215);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor
02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 238);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor
02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 276);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 332);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 478);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
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